
BUPATI TORA"IA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UT-ARA NOMOR 40
TAHUN 2018 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

PERIZINAN, NON PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EISA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang a. bahwa Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 40

Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur

Pelayanan Perizinan, Nonperizinan dan Penanaman

Modal pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu dicabut karena

sudah tidak sesuai dengan perkembangan sistem

aplikasi pelayanan perizinan dan perkembangan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbanga.n sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Pencabutan atas

Peraturan Bupati Toraja Uta.l:a Nomor 40

Tahun 2018 tentang Standar Opena.sional Prosedur

Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman

Modal pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Rebuplik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahur. 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Tora-la U tara di Provinsi

Sulawesi Selatan (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);



Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan l,embaran ltlegara Republik

Indonesia Nomor 52341 sebzLgaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Itiegara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran l{egara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor !144, Tambahan

Lembaran Negara Repubiik Indonesria Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberap,a kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor (i Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Und,ang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan lrmbaran Negara Repttblik Indonesia

Nomor 6856).

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN ATAS

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARI\ NOMOR 40
TAHUN 2018 TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN, NIf,N PERIZINAN
DAN PENANAMAN MODAL PADA DINAIJ PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SA]U PINTU.

Pasal 1

Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor zl0 Tahun 2018

tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan

Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal pada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tora,ja Utara
Tahun 2018 Nomor 4O) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

,



Peraturan Bupati
diundangkan.

Pasal 2

ini mulai berlakrr pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daer:ah Kabupaten
Toraja Utara.

Di kan di Rantepao
:Ze lebruari ?oZ1

A UTARA,B

BASiJANG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal !g }ebrrra(r; a6,14

DAERAH

ANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 2.
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